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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 229/PMK.01/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH
PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pengelolaan kewajiban
kontinjensi Keuangan Negara atas pemberian jaminan
dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka
percepatan penyediaan air minum, perlu mengubah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Air Minum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga
Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum;
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Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 229/PMK.01/2009 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN
DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR
MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan
Air Minum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah, serta angka 14 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Jaminan Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Jaminan, adalah
jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Bank Pemberi
Kredit sehubungan dengan pembayaran kembali pokok kredit investasi
PDAM yang telah jatuh tempo sebesar 70% (tujuh puluh persen).

2. Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
terhadap bunga atas kredit investasi yang disalurkan bank kepada
PDAM.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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